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ABSTRAK 
Habibi Rahman (E 211 06 039), Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar 
Baraka Di Kab. Enrekang. xii + 84 halaman + 6 tabel + 1 gambar + 19 pustaka 
(1981-2009). Dibimbing oleh Dr.H.Baharuddin, M,si dan Dr.Hj. Hasniati, M,si. 
Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan 
pendanaan, baik untuk pembangunan di daerah maupun penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa 
Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan 
menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah, salah satunya berasal dari Retribusi Pasar yang dianggap 
potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun retribusi 
tersebut dalam beberapa tahun anggaran ini,antara target dan realisasi anggaran 
tiap tahunnya dari penerimaan retribusi pasar belum menampakan target maksimal 
yang di tetapkan daerah 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 
penerimaan retribusi pasar Baraka yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah di Kab. Enrekang, dalam penerimaan retribusi pasar Baraka yang ada 
di Kab. Enrekang. Metode pemecahan masalah yang digunakan adalah metode 
deskriptif kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan penerimaan retribusi 
pasar Baraka sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penerimaan 
retribusi pasar tiap tahunnya. Namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh 
Dinas pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam memaksimalkan pencapaian 
penerimaan retribusi seperti kurang akuratnya data yang sebenarnya tentang 
potensi yang dimiliki Pasar Baraka, kedisiplinan para kolektor/pemungut retribusi 
dalam menjalankan tugasnya, sistem penggajian para kolektor yang sering terlambat 
dan pengawasan yang hanya bertumpu pada laporan-laporan perbulan saja. 
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GRADUATE PROGRAM 
ABSTRACT 
 
Habibi Rahman (E 211 06 039), Revenue Management Levy Baraka Market In 
Kab. Enrekang. xiv + 97 pages + 6 tables + 21 + 1 image library (1981-2003). 
Supervised by Dr.H.Baharuddin, M, and the Dr.Hj. Hasniati, M, si. 
The government demanded their independence to deal with all matters of 
funding, both for development in the region and the regional administration. The 
amount of financing the implementation of autonomy of local governments forced to 
seek alternative sources of local revenue by exploring the potential of the area in 
order to increase revenue, one of which came from levies that are considered 
potential markets to increase revenue (PAD). However, the levy in this budget a few 
years, between the target and the realization of the revenue budget each year 
appears the market has not levy the maximum target area is set 
This study aims to determine how the management of market acceptance of 
user charges Baraka which consists of planning, organizing, mobilization, 
supervision carried out by the Department of Finance and Asset Management Areas 
in the District. Enrekang, the Baraka market acceptance of existing levies in the 
District. Enrekang. Problem-solving method used is descriptive quantitative method, 
while the method of data collection was done by using interviews, observation and 
documentation. 
The results of this study indicate that the levy revenue management market 
on Baraka has been good enough. It can be seen from the increasing acceptance of 
market levies each year. But there still constraints faced by the Department of 
Finance and Asset management in the Region maximize levy revenue achievement 
as less accurate the actual data on its potential market Baraka, the discipline of the 
collector / collectors levy in performing their duties, payroll system the collectors are 
often late and supervision that simply relies on monthly reports only. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sejak awal terbentuknya Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. 
Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan 
untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom 
diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 
Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 wewenang Pemerintah Daerah 
tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) pertahanan, (3) 
keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) bidang agama. 
Menurut Penjelasan UU No. 32 tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada 
daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki 
masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk 
membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan 
baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk 
memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua 
pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana 
sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan 
berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. 
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Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. 
Untuk itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu 
cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 
Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah: 
1. Pendapatan Asli Daerah 
2. Dana Perimbangan 
3. Pinjaman Daerah dan 
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah. 
Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 UU No. 33 
Tahun 2004 adalah: 
1. Pajak Daerah 
2. Retribusi Daerah 
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan  
4. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah. 
Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling 
potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan 
retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, 
maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan 
daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi 
pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan 
kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan 
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kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar 
menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya. 
Dalam hal ini penerimaan retribusi pasar cukup potensial untuk di 
kembangkan di Kabupaten Enrekang karena merupakan salah satu jenis retribusi 
yang potensial untuk di kembangkan mengingat jumlah pemasukan dari sektor 
tersebut cukup menunjang untuk pembangunan di Kabupaten Enrekang. Retribusi 
pasar adalah sumber pendapatan daerah yang di pungut di pasar yang ada di 
Kabupaten Enrekang. 
Adanya ketergantungan subsidi antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah (kabupaten) adalah masalah dalam hal keuangan pemerintah. Hal ini 
dianggap ketidak mampuan pemerintah pusat, khususnya pemerintah daerah dalam 
menyediakan anggaran secara proporsional sebagai dampak krisis ekonomi di mana 
kondisi perekonomian yang berfuktuasi. 
Sebagai tindak lanjut yang diambil dari Pemerintah Daerah dalam mengatasi 
segala permasalahan yang  ada di daerahnya adalah melakukan program 
meningkatan penerimaan pendapatan asli daerah utamanya dari sektor pajak dan 
retribusi daerah sebagai sumber yang potensial dalam rangka mencapai dan 
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah(PAD). 
Penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang mempunyai peranan 
yang cukup besar dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), 
yang dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 1 
Rekapitulasi Target dan Realisasi 
Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 
Kabupaten Enrekang  Tahun 2005-2009 
 
N
o 
Tahun 
Anggaran 
Target 
(Rp) 
Realisasi 
(Rp) 
Persentase 
(%) 
1. 2005 11.558.429.450 11.775.948.937 101,88 
2. 2006 12.835.378.110 18.356.588.168 143,02 
3. 2007 16.671.671.638 23.150.378.237 138,86 
4. 2008 22.851.671.638 30.588.438.640 133,86 
5. 2009 26.641.623.257 28.375.784.091 106,51 
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
 
Dari target yang yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk PAD pada tahun 
anggaran 2005 yaitu Rp. 11.558.429.450 dan terealisasi Rp. 11.775.948.937 atau 
101,88%, pada tahun 2006 target PAD sebesar Rp. 12.835.378.110 dan mampu 
terealisai Rp. 18.356.588.168 dengan presentase pertumbuhan 143,02%, 
sedangkan pada tahun 2007 targetnya Rp. 16.671.671.638 dan terealisasi sebesar 
Rp. 23.150.378.237 dengan presentase 138,86%, dan tahun 2008 targetnya 
sebesar Rp. 22.851.671.638 dan teralisasi sebesar Rp. 30.588.438.640 dengan 
presentase 133,86%, dan tahun 2009 target yang ditetapkan pemerintah sebesar 
Rp. 26.641.623.257 dan mampu terealisasi sebesar Rp. 28.375.784.091 dengan 
presentase 106,51%. 
 Retribusi pasar adalah retribusi yang cukup potensial di Kabupaten Enrekang 
yang mana retribusi ini di peroleh dari hasil pemungutan di pasar-pasar yang ada di 
Kabupaten Enrekang. Namun retribusi tersebut dalam beberapa tahun anggaran 
ini,antara target dan realisasi anggaran tiap tahunnya dari penerimaan retribusi 
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pasar belum menampakan target maksimal yang di tetapkan daerah dimana dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini 
Tabel 2 
Target dan Realisasi Retribusi Pasar 
Kabupaten Enrekang  Tahun 2005-2009 
 
N
o 
Tahun 
Anggaran 
Target 
(Rp) 
Realisasi 
(Rp) 
Persent
ase (%) 
1. 2005 625.762.000 417.573.500 66,72 
2. 2006 461.648.000 331.266.250 71,76 
3. 2007 448.798.000 272.890.800 60,80 
4. 2008 448.798.000 333.911.000 74,40 
5. 2009 378.505.619 369.932.999 97,74 
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
Pada tahun 2005 target yang diberikan oleh daerah sebesar Rp. 625.762.000 
dan hanya terealisasi sebesar Rp. 417.573.500 atau 66,72%, selanjutnya pada 
tahun 2006 targetnya sebesar Rp. 461.648.000 dan terealisasi Rp. 331.266.250 
dengan presentase 71,76%, selanjutnya pada tahun 2007 targetnya  sebesar Rp. 
448.798.000 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 272.890.800 atau 60,80%, 
selanjutnya tahun 2008 targetnya sebesar Rp. 448.798.000 dan terealisasi Rp. 
333.911.000 atau 74,40%,dan tahun 2009 targetnya sebesar Rp. 378.505.619 dan 
teralisasi sebesar Rp.  369.932.999 dengan presentase 97,74%. Dengan kenyataan 
demikian terlihat bahwa penerimaan retribusi pasar tidak dapat mencapai target 
yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka 
penulis memilih judul :                     
“Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka di Kabupaten 
Enrekang”. 
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B. Rumusan Masalah 
Adanya otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi yang pada 
hakekatnya merupakan pemberian kewenangan daerah untuk murumuskan dan 
mengembangkan potensi daerahnya dalam rangka untuk memenuhi aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat setempat serta kondisi dan kemampuan daerah dalam usaha 
untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah, maka dapat 
dilihat dari ketentuan yang telah dikeluarkan baik dari pihak Pemerintah pusat 
maupun Pemerintah daerah itu sendiri. 
 Demikian halnya dengan Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaan otonomi 
daerah berusaha memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan 
memanfaatkan berbagai komoditas dan potensi yang dimiliki demi terselenggaranya 
otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam hal ini retribusi pasar 
merupakan satu komoditi penyumbang pendapatan asli daerah di Kabupaten 
Enrekang yang perlu di perhatikan pengelolahanya dalam rangka untuk mencapai 
efektivitas penerimaan retribusi dari pasar itu sendiri. 
 Berdasarkan dari uraian yang ada di latar belakang masalah dimana 
penerimaan retribusi pasar Kabupaten Enrekang belum mencapai target secara 
maksimal yang ditentukan di beberapa tahun anggaran terakhir, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 
 Bagaimana pengelolaan penerimaan retribusi pasar Baraka di Kab. 
Enrekang ? 
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C. Tujuan dan manfaat penelitian 
1. Tujuan 
    Untuk meganalisis pengelolaan penerimaan retribusi pasar Baraka di Kab. 
Enrekang. 
2. Manfaat penelitian  
a. Manfaat Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 
bahan informasi dan pertimbangan yang dapat menunjang baik untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk mendukung penelitian yang 
akan datang. 
b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 
kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Enrekang tentang 
pentingnya pengelolaan penerimaan retribusi pasar Baraka sebagai salah 
satu usaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor 
retribusi daerah.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Konsep Pengelolaan 
Terry (2009:9) mengemukakan : pengelolaan sama dengan manajemen 
sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas 
perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan 
memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering 
dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, 
pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen 
berasal dari kata kerja “to manage” yang berarti menangani, memimpin, 
membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa 
manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis 
untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan 
yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
George.R.Terry dalam Soewarno Handayaningrat (1981:20) mengatakan 
bahwa manajemen merupakan suatu proses yang membeda-bedakan atas 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan 
memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah 
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ditetapkan sebelumnya. Sementara menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel 
“management is getting things done through people. In bringing about this 
coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staffs, 
direct and control the activities other people” yang dapat diterjemahkan bahwa 
manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. 
Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atau sejumlah aktivitas orang 
lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan 
pengendalian.1 
Dari batasan dan pengertian manajemen di atas, terdapat beberapa bagian 
manajemen yang meliputi : 
1.Unsur sifat, yaitu : 
a. Manajemen sebagai suatu seni 
b. Manajemen sebagai suatu ilmu 
2.Unsur fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 
pengendalian/pengawasan 
3.Unsur sasaran, yaitu : 
a. Pegawai, yaitu orang yang telah menjadi unsur integral dari 
organisasi 
b. Mekanisme kerja, yaitu cara atau tahapan yang dilakukan organisasi 
dalam usaha pencapaian tujuan 
4.Unsur tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai dalam organisasi 
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B. Fungsi Manajemen 
Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi manajemen yang dikemukakan 
George R. Terry dalam bukunya Principles of Management yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan akan dibahas lebih 
terperinci lagi. 
1. Perencanaan (Planning) 
 Perencanaan merupakan landasan pokok dan menjadi salah satu fungsi 
manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin tercapainya tujuan 
yang diinginkan. Dalam penyusunan rencana yang baik, butuh data dan informasi 
yang akurat dari penelitian dan pembuktian lapangan. F.X.Soedjadi dalam syafiie 
dkk (1999:76) memberikan definisi perencanaan sebagai proses kegiatan 
pemikiran, dugaan, dan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasiona 
sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangja mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Sementara Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi 
menjelaskan bahwa perencanaan (planning) adalah keseluruhan proses pemikiran 
dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang 
akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 
 Widjojo Nitisastro dalam Bintoro (1985:14) juga mengemukakan bahwa 
perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal yaitu: 
a. Penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai 
dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh 
masyarakat yang bersangkutan 
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b. Pilihan diantara alternatif yang dianggap efektif dan efisien serta rasional 
guna mencapai tujuan tersebut 
Lebih lanjut Bintoro (1985:12) memberikan pengertian perencanaan dalan tiga hal, 
yaitu : 
a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan 
secara sistematis segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk 
mencapai tujuan tertentu 
b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya 
dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan 
efisien 
c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan 
dilakukan bagaimana, kapan dan oleh siapa. 
Proses perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi, dengan perkataan lain 
bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui tiga cara. Cara-
cara tersebut yaitu pertama, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang 
baik. Setelah cirri-ciri itu diketahui lalu diusahakan agar rencana yang dibuat 
memenuhi syarat-syarat tersebut. Kedua, memandang proses perencanaan sebagai 
suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan. Rudyard 
Kipling, sastrawan inggris yang terkenal pernah mengatakan bahwa dalam hidupnya 
ia mempunyai enam pelayan yang baik yang bernama : what, where, when, how, 
who dan why. Para ahli administrasi dan manajemen telah “meminjam” konsep 
tersebut dan menerapkannya dalam bidang administrasi dan manajemen, dalam hal 
ini dalam bidang perencanaan. Ketiga, memandang proses perencanaan sebagai 
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suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. 
Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemecahan masalah dengan teknik ilmiah, 
pimpinan dapat pula menciptakan suatu rencana yang baik, dengan perkataan lain 
pembuatan suatu rencana dapat dippandang sebagai masalah yang harus 
terpecahkan dengan sistematis. 
2. Pengorganisasian (Organizing) 
Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang 
sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan 
lingkungan yang melingkupinya. Menurut Siagian, pengorganisasian adalah 
keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang 
dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang 
telah ditentukan. Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi 
suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian 
mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. 
Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus 
dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut 
dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan 
mana keputusan harus diambil. Dua aspek utama proses susunan struktur 
organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi 
adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan 
sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada 
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struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu 
organisasi.  
Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada 
organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua 
aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.  
Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal 
mengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara 
para anggota organisasi dapat dicapai dengan efisien. Ada beberapa aspek penting 
dalam proses pengorganisasian, yaitu :  
a. Bagan organisasi formal  
b. Pembagian kerja  
c. Departementalisasi  
d. Rantai perintah atau kesatuan perintah  
e. Tingkat-tingkat hirarki manajemen  
f. Saluran komunikasi  
g. Rentang manajemen dan kelompok informal yang dapat dihindarkan.  
Proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap, yaitu :  
a. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap individu dalam 
mencapai tujuan organisasi.  
b. Pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika 
dapat dilaksanakan oleh setiap individu. Pembagian kerja sebaiknya tidak 
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terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan, atau terlalu ringan sehingga 
ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu.  
c. Pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja sehingga ada koordinasi 
pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan 
harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat para anggota 
organisasi memahami tujuan organisasi dan mengurangi ketidak efisiensian 
dan konflik. 
3. Penggerakan (Actuating) 
Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang 
mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya 
secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam 
manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping 
menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia 
itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Ada 
beberapa prinsip yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan dalam melakukan 
pengarahan yaitu :  
a. Prinsip mengarah kepada tujuan  
b. Prinsip keharmonisan dengan tujuan  
c. Prinsip kesatuan komando  
Pada umumnya pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan 
dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik mungkin, dan 
diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas. Cara-cara pengarahan 
yang dilakukan dapat berupa :  
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a. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang 
perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik.  
b. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di 
bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada 
keadaan tertentu.  
c. Delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini pimpinan 
melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada 
bawahannya. 
4. Pengawasan (Controlling) 
 Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk 
mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun 
sebelumnya, dalam artian pengawasan membandingkan antara kenyataan dengan 
standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga dimaksudkan untuk 
mencegah dan mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaan 
menyimpang dari rencana yang telah disusun. 
 Terdapat berbagai definisi pengawasan yang diberikan oleh para ahli, 
menurut Siagian dalam syafiie dkk (1999:83) bahhwa pengawasan merupakan 
proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 
agar seluruh pekerjaan yang diaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan sebelumnya. Sementara menurut Siswanto Sastrohadiwiryo ( 2003:26) 
pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan 
agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkandan tahapan yang harus dilalui. 
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 Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal 
mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun 
sebelumnya. Soewarno handayaningrat (1981:144) menjelaskan fungsi 
pengawasan sebagai berikut : 
a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas 
dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan 
b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai 
dengan prosedur yang telah ditentukan 
c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar 
tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan 
d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan tidak 
mengalami hambatan pemborosan. 
Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh manajemen dengan 
mempergunakan dua macam teknik, yaitu :pengawasan langsung (direct control) 
dan pengawasan tidak langsung (indirect control). Yang dimaksud dengan 
pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri 
pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. 
Pengaasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation 
dan on the spot report. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas 
seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar maka seorang pimpinan 
tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung sehingga pimpinan 
sering pula melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. Yang dimaksud 
dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. 
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Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. 
Laporan tersebut dapat berbentuk tertulis dan lisan. Kelemahan dari pengawasan 
tidak langsung itu adalah bahwa para bawahan seringkali hanya melaporkan hal-hal 
yang positif saja, padahal seorang pimpinan yang baik akan menuntun bawahannya 
untuk melaporkan hal-hal baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. 
Pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung pada 
laporan saja, karena itu pengawasan tidak langsung saja tidak cukup. Adalah 
kebijaksanaan apabila pimpinan organisasi menggabungkan teknik pengawasan 
langsung dan pengawasan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan. 
 
C. Otonomi daerah 
Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud Otonomi Daerah 
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang selanjutnya 
disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
dalam sistem ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pengertian di atas menjelaskan bahwa kemampuan untuk mengurus rumah 
tangganya sendiri menjadi wewenang setiap daerah seperti; membuat kebijakan 
daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Otonomi Daerah yang nyata dan 
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bertanggung jawab diselenggarakan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dalam 
berbagai urusan Pemerintah Daerah menurut asas-asas sebagai berikut: 
a. Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 
kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Urusan-urusan pemerintah daerah dalam asas ini diserahkan sepenuhnya 
kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, 
perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi 
pembiayaan. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat 
daerah sendiri yaitu terutama dinas-dinas daerah. 
b. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah. 
Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-
pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung 
jawab Pemerintah Pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun 
pembiayaannya. 
c.  Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 
daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas 
tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya 
manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan 
mempertanggungjawabkannyakepada yang menugaskan. 
Dengan adanya asas-asas ini maka UU No.32 Tahun 2004 menganut prinsip 
demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta yang terpenting pengakuan 
terhadap keanekaragaman daerah sebagai dasar penyerahan kewenangan pada 
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daerah. Jelas itu suatu hal yang telah berubah dari paradigm penyeragaman 
menjadi keanekaragaman. 
D. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pelaksanaan otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan 
otonomi keuangan dan ekonomi yang baik, karena penyelenggaraan otonomi 
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab membutuhkan kemampuan daerah 
untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan pemerintah 
kota. Hal ini berarti secara finansial daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat 
dan harus mampu menggali sebanyak mungkin sumber-sumber pendapatan asli 
daerah. 
Keterbatasan dana di daerah menjadi massalah yang sangat krusial yang 
diperkirakan dapat menghilangkan makna otonomi daerah. Beberapa daerah 
mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. 
Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan 
berbagai Peraturan Daerah (PERDA) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan 
berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD. Kemampuan daerah untuk 
melaksanaka otonomi ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu : variabel pokok yang 
terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel penunjang 
yang terdiri dari faktor geografi dan sosial budaya serta variabel khusus yang terdiri 
atas aspek politik dan hukum.2 
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E. Pengertian 
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber 
pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU 34 tahun 2000 tentang 
pajak daerah. Dalam penjelasan UU 34 tahun 2000 disebutkan bahwa PAD 
merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur 
dengan uang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa 
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan 
pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Penjelasan undang-undang juga mengisyaratkan bahwa di dalam penyelenggaraan 
fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepala daerah kabupaten/kota diharapkan dapat 
mengelolah dan memanfaatkan seluruh sumber pendapatan daerah yang dimilikinya 
secara optimal, dengan kata lain bahwa kepala daerah kabupaten/kota dalam 
menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak 
terus menerus menggantungkan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana 
perimbangan. Lebih lanjut di dalam administrasi keuangan daerah, PAD adalah 
pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang 
dimaksudkan sebagai sumber PAD guna pembangunan daerah 
Berdasarkan ketentuan dan definisi tersebut di atas, maka PAD dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. PAD merupakan sumber pendapatan daerah dengan mengelolah dan 
memanfaatkan potensi daerah. 
b. Di dalam mengelolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa 
pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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Menurut UU 32 tahun 2004 pada pasal 157, sumber PAD terdiri atas: 
a. Hasil pajak daerah 
b. Hasil Retribusi Daerah 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
F. Retribusi daerah 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada 
daerah secara luas,nyata,dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber 
keuangannya sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan Pemerintah 
dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya. Retribusi daerah sebagai 
salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai mana dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatikan daerah disamping 
sumber-sumber yang lain. 
Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada 
Negara yang dilakuka pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. 
Seperti yang dikatakan oleh Munawir yang dikutib oleh Saputro (1990:4) : 
 “Retribusi adalah iuaaran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa 
balik secara langsung dapat ditunjukan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis 
karna siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuaran itu”. 
Lebih lanjut Suparmako (1997: 94) mengatakan bahwa retribusi adalah suatu 
pembayaran dari rakyat kepada Pemerintah dimana kita dapat melihat adanya 
 35 
 
hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya balas jasa 
ersebut”. 
 J wajong (1974: 56) dalam bukunya yang berjudul “Administrasi Keuangan 
Daerah” meumuskan bahwa : 
“Retribusi (juga disebut bea) daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
disebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik 
bagi dareh yang bekepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik 
langsung maupun tidak lansung”. Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan 
lagi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah yaitu : Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus yang diberikan oleh Pemeritah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah yang dimaksut dengan : 
1. Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan sebagai 
pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan. 
2. Golongan retribusi adalah pngelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa 
umum,retribusi jasa usaha,dan perizinan tertentu. 
a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediaan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
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b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. 
c. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 
Dari pendapat-pendapat yang disebut diatas maka dapat dikemukakan cirri-
ciri dari Retribusi Daerah sebagai mana yang disebut oleh Riwu Kaho (1993: 154) 
sebagai berikut : 
a. Retribusi dipungut oleh daerah 
b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang 
lansung dapat ditunjukan 
c. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkannya, mengenyam 
jasa yang disediakan oleh Daerah. 
Devas mengemukakan ada lima tolak ukur untuk menilai Retribusi Daerah, yaitu : 
1. Yieid (hasil) 
Seperti halnya pajak, Retribusi Daerah memiliki dua fungsi yaitu fungsi 
budgetair dan fungsi reguleerend. Retribusi yang berfungsi bubgetair adalh 
retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi sedangkan 
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retribusi yang berfungsi reguleerend adalah retribusi yang tidak 
memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak, yang menjadi 
perhatian adalah kefungsiaan dalam mengatur suatu hal.  
2. Eguity (keadilan)  
Menurut Musgrave (Dalam Devisi Fitri, 2004), arti penting keadilan terdapat 
pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak 
dalam kegiatan pemerintahan yang mereka biayai sendiri. Sumber 
penerimaan harus jelas dasar penerpan serta kewajiban membayarnya dan 
tidak sewenang-wenang. Dilihat dari individu pembayaran retribusi 
seyogyanya atas keadilan memenuhi criteria keadilan horizontal dan vertical. 
Keadilan horizontal artinya bahwa beban retribusi yang dipikul adalah sama 
diberbagai kelompak yang berbeda tetapi kedudukan ekonomis yang sama. 
Sedangkan keadilan vertical artinya bahwa kelompok yang lebih mampu 
ekonomisnya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar 
dibandingkan kelompok yang tidak mampu. 
3. Ekonomic Eficiency (efisiensi ekonomi)  
Pajak dan retribusi bias jadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan 
perekonomian. Sebap pajak dan retribusi menyerap pendapatan masyarakat, 
akibatnya perputaran ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi 
lebih lambat. Melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan 
terbentuk dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan 
masyarakat dan pengeluaran pajak dan retribusi. 
4. Ability to Implement (kemampuan melaksanakan) 
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Pemungutan retribusi daerah dilihat dari sudut kemampuan politis daerah 
untuk memungut retribusi daerah, yaitu pungutan dari retribusi daerah 
didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya kemampuan secara 
politis akan di implementasikan dalam kemampuan administrasi pemungutan 
retribusi daerah. Harus terlihat adanya hubungan antara potensi dan realisasi 
penerimaan pungutan daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan 
daerah dibandingkan dengan potensi penerimaannya menunjukan bahwa 
daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pemungutan. 
5. Sustability As A Local Source (kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah) 
Yang dimaksut dengan kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah 
dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan denga daerah yang sejenis 
dan yang kedua dibandingkan dari daerah yang lebih tinggi. Kesesuaian 
denga daerah yang sejenis, artinya apabila suatu pungutan didaerah memiliki 
nilai ekonomi  berupa daerah tersebut mampu melaksanakan pemungutan, 
maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi berupa 
sesuai dengan pungutan daerah. Namun apabila suatu pemungutan tidak 
memiliki kemampuan untuk melaksanakan, maka pada saat yang sama 
daerah tersebut tidak sesuai sebgai empat pemungutan pungutan daerah. 
Sedangkan kesesuaian dengan daerah yang lebih tinggi artinya, apabila 
suatu pungutan telah ditarik oleh pemerintah pusat, maka tidak boleh lagi 
ditarik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa 
suatu pungutan pastilah sesuai dengan daerah yang tinggi.   
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G. Jenis-Jenis Retribusi Daerah 
 Adapun jenis-jenis Retribusi Daerah sebagai mana yang tertuang dalam 
Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah : 
 
1. Jenis-jenis Retribusi Jasa umum: 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan; 
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan 
Sipil; 
d. Retribusi Pelayanan Permakaman dan Penguburan Mayat; 
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi JalanUmum; 
f. Retribusi Pelayanan Pasar; 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan 
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 
2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha: 
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
c. Retribusi Tempat Pelelangan; 
d. Retribusi Terminal; 
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
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g. Retribusi Penyedotan Kakus; 
h. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; 
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; 
k. Retribusi Penyaberangan di Atas Air; 
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan 
m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu: 
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
c. Retribusi Izin Gangguan; dan 
d. Retribusi Trayek. 
Sedangkan secara spesifik jenis-jenis Retribusi Dearah yang di kembangkan di 
Kabupaten Enrekang meliputi: 
1. Retribusi pelayanan kesehatan 
2. Retribusi pemeriksaan kualitas air 
3. Retribusi pasar 
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
5. Retribusi Terminal (TPR) 
6. Retribusi Tempat Parkir 
7. Retribusi Terminal 
8. Retribusi Rumah Potong Hewan 
9. Retribusi Tempat Pengjnapan/Pasanggarahan/vila 
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10. Retribusi Tempat Rekriasi dan Olahrfaga 
11. Retribusi Pemberian Ijin Pengolahan Tanah 
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
13. Retribusi Izin Gangguan (HO) 
14. Retribusi Izin Trayek 
15. Retribusi Penggantian Biaya Benih Ikan 
16. Retribusi Kayu Tanah Milik 
17. Retribusi Penggunaan Hasil Hutan (HH) 
18. Retribusi Penggunaan Chain Show 
19. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan 
20. Retribusi Izin Usaha Angkutan 
21. Retribusi Tempat Usaha 
22. Retribusi Izin Usaha Perdagangan 
23. Retribusi Pemberian Kepemilikan Alat 
24. Retribusi TDI dan Izin Usaha Industri 
25. Retribusi Pemberian Kartu Ternak dan Cap Ternak 
26. Retribusi Izin Pengeluaran Tenak dan Bahan Asal Ternak 
27. Retribusi Ketatausahaan 
28. Retribusi Usaha Penyiaaran TV Kabel dari Pelanggan 
29. Retribusi Pemberian SIUK NAS Kabupaten Enrekang 
30. Retribusi Biaya Administrasi dan Pelayanan lelang Untuk Pen gadaan 
Konstruksi,Jasa Konsultan Pengadaan Barang 
31. Retribusi Pengujiaan Konsultasi Pengadaan Barang 
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32. Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor 
H. Pengertian Retribusi Pasar 
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis 
retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh 
masyarakat.Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang 
dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa 
pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk 
pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak 
swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang 
yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan 
penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. 
Adapun yang menjadi objek dari retribusi pasar adalah kegiatan usaha 
perdagangan/ pengusaha yang melakukan usaha perdagangan/transaksi yang 
dilakukan didalam pasar atau bagian luar pasar yang masuk radius 20 meter dari 
pagar luar lokasi pasar. Sedangkan yang menjadi subjek retribusi pasar adalah 
orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. 
Selanjutnya untuk menjamin kelancaran pemungutan retribusi pasar, maka 
pemerintahan menunjukan instansi dalam hal ini Dinas Pengelolah Keungan dan 
Aset Daerah dalam hal pengelolahan, pemungutan dan pengawasan retribusi pasar 
untuk membantu Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi sebagian dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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I. Dasar Hukum Retribusi Pasar 
Dasar hukum retribusi pasar adalah dasar otonomi, dalam hal ini Pemerintah 
Pusat menyerahkan sebagian pendapatan Negara kepada Pemerintah Daerah untuk 
mengelola retribusi daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 
2000 telah ditentukan bahwa semua pajak dan retribusi daerah harus dilakukan 
dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. 
Sehubungan dengan retribusi pasar dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
tentang retribusi pasar, berarti telah memiliki dasar hukum dalam hal penerimaan 
retribusi pasar sebagai daerah otonom. Untuk lebih jelasnya dasar hukum retribusi 
pasar adalah sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daearh 
tingkat II di Sulawesi  
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) 
3. keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman 
Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah   
4. Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 175 Tahun 1997tentang Tata cara 
Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah 
5. Keputusa Mentri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang 
Lingkup dan Jenis Retribusi  Daerah Tingkat I dan Tingkat II 
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J. Perbedaan Pajak  Dengan Retribusi 
 Dalam pemikiran umum masyarakat, pungutan pajak seringkali disamakan 
dengan retribusi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan 
pembayaran kepada pemerintah dan dalam pemungutannya sama-sama didasarkan 
pada aturan hukum yang jelas dan kuat. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar 
karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak  dan retribusi. 
Perbedaan tersebut antara lain : 
a. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara 
langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak 
kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung. 
b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran yaitu 
pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati 
balas jasa , baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. 
Sebaliknya pada retribusi, balas jasa pemerintah berlaku khusus, hanya 
dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi. 
c. Sifat pemungutannya. Pajak besifat umum, artinya berlaku untuk semua 
orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara retribusi 
hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah 
yang dapat ditunjuk. 
d. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang 
berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan , yaitu setiap 
orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus 
membayar retribusi. Jadi, sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis 
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sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk 
membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, dimana sifat paksaan 
pada pajak adalah yuridis artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya 
akan mendapat sanksi hukuman baik berupa sanksi pidana maupun berupa 
denda. 
e. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah 
pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut 
oleh pemerintah daerah. 
Ada berapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka  pengelolaan 
penerimaan retribusi yaitu : 
a. Pengelolaannya Harus Adil 
Artinya, adil dalam Perundang-undangan dan mampu bersikap adil 
dalam hal pelaksanaannya. Dimana pembangunan itu bukanlah 
beban sepihak tapi merupakan bersama yang harus dipikul 
tanggungjawabnya. 
b. Pengelolaanya Harus Berdasaerkan Perundang-undangan 
Dalam hal pelaksanaan pengelolaan retribusi harus berpatokan pada 
peraturan yang berlaku untuk memberikan jaminan hukumm pada 
wajib retribusi. Untuk menjamin keadilan secara tegas, dengan 
berdasar pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, yang 
berbunyi : “pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan 
cukai) untuk keperluaan Negara hanya boleh terjadi berdasar 
Undang-undang”. 
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c. Pengelolaanya Tidak Menunggu Perekonomian 
Diusahakan adanya keseimbangan dalam hal pengelolaan retribusi 
untuk membantu jalanya perekonomian  
d. Pengelolaan Harus Efisien, Dalam artian bahwa pengelolaan sedapat 
mungkin cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran-pengeluaran 
Daerah. Untuk pengelolaannya sedapat mungkin memperhatikan 
efisiensi ekonomi dari segi hasil dan usaha (biaya), serta perlun ya 
penetapan pengelolaan yang sederhana. 
K. Kerangka Konseptual 
 Pembangunan Kabupaten Enrekang merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional. Orientasi pembangunan nasional pada masa sekarang 
memberikan titik berat pada kemandirian lokal. 
 Dalam upaya pemerintahan membangun setiap daerah maka dikeluarkan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-
Undang ini menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk 
berdiri sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan perundang-
undangan yang nerlaku, yang pelaksanaannya bertujuan dalam rangka 
membedayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan peran 
masyarakat. 
 Dalam pelaksanaan otonomi, dituntut kemampuan daerah dalam 
memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan 
pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan dari pendapatan asli daerah 
 47 
 
(PAD). Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah 
daerah harus berusaha menggali semua sumber-sumber pendapatan daerah yang 
lain,salah satunya Retribusi pasar. Akan tetapi penerimaan dari sektor Retribusi 
Pasar ini belum maksimal. Untuk mengetahui pengelolaan penerimaan retribusi 
pasar baraka di Kabupaten Enrekang dapat dilihat  dengan terlebih dahulu 
mengidentifikasi setiap permasalahan dalam pengelolaan penerimaan retribusi 
pasar yang dalam pengelolaannya dibedakan atas 4 bagian sesuai konsep dari 
George R. Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 
pengawasan, kemudian mengarah pada peningkatan  Pendapatan Asli Daerah 
(PAD).  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut : 
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Keterkaitannya dapat dilihat dari kerangka konseptual berikut ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengelolaan 
Penerimaan 
Retribusi 
Pasar 
 
Teori pengelolaan 
George.R. Terry  
- Perencanaan 
- Pengorganisasi
an 
- Penggerakan 
- pengawasan 
 
Peningkatan  
PAD 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Dasar Penelitian 
Penelitian merupakan proses yaitu langkah-langkah yang dilakukan secara 
berencana dan sistematis karena berguna untuk mendapatkan suatu pemecahan 
masalah dan jawaban atas pertanyaan. Dalam melakukan penelitian, metode 
merupakan salah satu bagian yang mutlak dan sangat penting. Penggunaan metode 
dimaksudkan agar sasaran dari hasil penelitian yang ingin dicapai dapat 
dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 
menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok 
tertentu untuk menentukan adanya suatu gejala dengan gejala lain dalam 
masyarakat. Bogdan dan Taylor (Moleong,2000:3), mendefinisikan penelitian 
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang dapat diamati. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data 
berdasarkan keadaan yang ada, hasil wawancara langsung dengan informan dan 
dari dokumen-dokumen yang ada. 
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B. Lokasi Penelitian 
Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 
mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Untuk itu peneliti memilih lokasi di 
Kabupatrn Enrekang dengan situs penelitian di tiga lokasi. 
1. Di Kantor Dinas Pengelolahan Keuangan dan Aset Derah Kab. Enrekang 
2. Di Kantor Kecamatan Baraka Kab. Enrekang 
3. Di Pasar Baraka Kab. Enrekang.  
 Pasar Baraka merupakan salah satu pasar terbesar di antara beberapa 
pasar besar lainnya yang tersebar di Kabupaten Enrekang. Pasar ini dianggap 
sudah mewakili karakteristik pasar-pasar lainnya, inilah yang menjadi alasan penulis 
memilih Pasar Baraka sebagai lokasi penelitian.    
C. Fokus Penelitian 
Penelitian dapat dilakukan dengan adanya fokus penentu. Fokus suatu 
penelitian mempunyai dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, 
jadi dalam hal ini fokus dapat membatasi inkuiri.  Kedua, penetapan fokus ini 
berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi atau ekslusi atau memasukkan, 
mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh (Moleong,2000:62). 
fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 
 Pengelolaan penerimaan retribusi Pasar Baraka yang terdiri dari 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan 
oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Enrekang dalam 
penerimaan retribusi pasar Baraka 
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D. Informan 
 Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang 
yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk 
memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci yang 
memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. 
Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Pejabat Kantor Dinas Pengelolahan Keungan dan Aset Daerah di Kabupaten 
Enrekang yang melaksanakan fungsi sebagai pengelola Keuangan Daerah.  
2. Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pasar Baraka di Kabupaten 
Enrekang  
3. Wajib Retribusi. 
4. Kolektor  
E. Sumber Data 
Sumber data penelitian adalah dari mana diperoleh, diambil dan 
dikumpulkannya data. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu: 
1. Sumber data primer 
 Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber data 
yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan 
atau observasi pada informan.  
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2. Sumber data sekunder 
Data sekunder yaitu data yang berasal dari buku-buku, literature-literatur, 
dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat 
mendukung kelengkapan data primer. 
F. Operasionalisasi Variabel 
Secara ilmiah operasionalisasi variabel digunakan sebagai dasar dalam 
pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data apa yang diambil. 
Dalam pemakaian praktis, operasionalisasi variabel dapat berperan menjadi 
penghilang bias dalam mengartikan suatu ide/maksud yang biasanya dalam bentuk 
tertulis. 
Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-
konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan 
operasionalisasi variabel sebagai berikut : 
1. Retribusi pasar Baraka merupakan salah satu jenis retribusi yang  ada di 
Kabupaten Enrekang yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh 
pemerintah Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 
2001 yang dimaksud retribusi pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau 
sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan 
khusus disediakan untuk pedagang.  
2. Pengelolaan, merupakan proses yang dilakukan oleh dinas pengelolaan 
keuangan dan aset daerah dalam usaha penerimaan retribusi pasar Baraka. 
yang terdiri atas empat bagian, yaitu: 
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- Perencanaan, yaitu penentuan pokok-pokok tujuan dan sasaran dalam 
penerimaan retribusi pasar Baraka 
- Pengorganisasian, yaitu pembagian pekerjaan, pembatasan tugas dan 
tanggungjawab serta penetapan hubungan antara unsur-unsur dalam 
pelaksanaan penerimaan retribusi pasar Baraka 
- Penggerakan, yaitu usaha pimpinan atau atasan dalam menggerakkan 
setiap orang/pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan penerimaan 
retribusi pasar Baraka 
- Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
melihat sejauh mana  pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini pelaksanaan 
pemunguan retribusi pasar Baraka, apakah sudah sesuai dengan 
rencana dan peraturan yang telah dietapkan. 
 
G. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 
dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 
yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian 
ini wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu dengan cara menyiapkan 
beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya 
variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi diluar pedoman 
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pertanyaan yang telah dibuat dengan tidak menyimpang dari tujuan semula, yaitu 
melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 
2. Observasi 
Observasi yakni metode ini menitik beratkan pada pengamatan langsung ke 
lokasi penelitian guna melihat dan mengetahui secara pasti mengenai penerimaan 
retribusi pasar Baraka di Kab. Enrekang.. 
3. Studi Dokumen (Dokumentasi) 
Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana 
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan 
yang akan diteliti baik berupa  literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, karya 
tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah tersedia 
pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian 
rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan 
penelitian yang akan dilakukan. 
H. Teknik Analisis Data 
Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa analisa data merupakan proses 
yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan 
hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data-data sebagai usaha untuk 
memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong,2000:103). Dalam 
penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis yang merupakan 
deskripsi mengenai pengelolaan penerimaan retribusi pasar Baraka di Kab. 
Enrekang. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu 
sebagai berikut 
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1. Pengumpulan Data 
Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai denga 
wawancara, dan dari dokumentasi. 
2. Reduksi Data 
Menurut Mathew B Miles (1992:16), reduksi data diartikan sebagai proses 
pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 
transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 
dilapangan. Dari pengumpulan data diperoleh baik dari hasil wawancara, dan 
dokumentasi kemudian direduksi dan di masukkan kedalam pola kategori, 
fokus, atau tema yang sesuai. 
3. Sajian Data 
Hasil reduksi data tersebut kemudian disajikan secara tertentu untuk masing-
masing pola atau tema yang hendak dipahami atau dimengerti duduk persoalannya. 
Akhirnya peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan awal dari hasil pemahaman dan 
pengertian tersebut. Menurut Mathew B Milles (1992:17), sajian data adalah 
kesimpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 
dan pengambilan tindakan. 
4. Kesimpulan/Verifikasi 
Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang 
utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung 
(Mathew B Milles,1992:19). Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada 
reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat 
dalam penelitian. 
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BAB IV 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
A. Sejarah Singkat Kab. Enrekang   
Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU yang artinya 
meminggir gunung atau menyusur gunung, sedang sebutan Enrekang dari ENDEG 
yang artinya NAIK DARI atau PANJAT dan dari sinilah asal mulanya sebutan 
ENDEKAN. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini 
bahkan dalam Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” 
versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah 
daerah pegunungan, sudah mendekati kepastian sebab jelas bahwa Kabupaten 
Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung menyambung 
mengambil ± 85 % dari seluruh luas wilayah yang luasnya ± 1.786.01 Km². 
B. Keadaan Geografis dan Kondisi Topografi 
Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung propinsi Sulawesi 
Selatan yang dalam batas peta wilayah berbentuk seperti jantung, terletak antara 
314’56 35’0 LS dan 190,40’53 120,633 BT dengan jarak dari ibu kota propinsi 
Sulawesi Selatan (Kota Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan darat + 235 km. 
Batas-batas daerah Kabupaten Enrekang, sebelah selatan Kabupaten Sidenreng 
Rappang, sebelah barat Kabupaten Pinrang dan sebelah timur Kabupaten Luwu, 
yang merupakan salah satu kabupaten yang tak berbatasan dengan pantai (laut). 
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Kabupaten Enrekang berada di daerah pegunungan, terdiri dari gunung-
gunung dan bukit-bukit sambung menyambung, mengambil dari ± 85% dari seluruh 
luas Kabupaten Enrekang yang luasnya ± 1.786,01 Km atau 2,92 dari seluruh luas 
seluruh propinsi Sulawesi Selatan, secara administratif terbagi menjadi 11 
kecamatan dan 111 Desa yaitu : 
1. Kecamatan Enrekang ibukotanya Enrekang 
2. Kecamatan Maiwa ibikotanya Maroangin 
3. Kecamatan Anggeraja ibikotanya Cakke 
4. Kecamatan Baraka ibikotanya Baraka 
5. Kecamatan Alla ibukotanya Belajen 
6. Kecamatan Curio ibikotanya Curio 
7. Kecamatan Bungin ibukotanya Bungin 
8. Kecamatan Malua ibukotanya Malua 
9. Kecamatan Cendana ibukotanya Cendana 
10. Kecamatan Buntu Batu ibukotanya Pasui 
11. Kecamatan Masalle ibukotanya loko 
Sedangkan iklim di Kabupaten Enrekang hampir sama dengan daerah 
lainnya di propinsi Sulawesi Selatan yaitu terbagi 2 musim yaitu musim hujan dan 
musim kemarau. Musin hujan terjadi/ berlangsung pada bulan November-Juli, 
sedangkan pada musim kemarau berlangsung pada bulan Agustus-Oktober. Jumlah 
hari hujan (HH) pada tahun 2001 139 dan curah hujan 3.970 mm, tahun 2002 jumlah 
HH 137 hari dan CH 1410 mm, tahun 2003 jumlah HH 82 CH 1925 mm 
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Jumlah penduduk pada tahun 2009 adalah 168.810 jiwa yang terdiri dari 
93.939 jiwa laki-laki atau 50,57% dan 92.871 perempuan atau 49,43% dengan 
jumlah kepala keluarga sebanyak 43.062. Penduduknya sebagian besar pemeluk 
Agama Islam dengan mata pencaharian utama pada Sektor Pertanian (±65%) 
C. Potensi Kabupaten Enrekang 
Kabupaten Enrekang memiliki cukup banyak sumber daya alam yang 
potensial untuk dikembangkan antara lain pertambangan, pertanian, peternakan, 
perkebunan, industri, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang 
menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah. Perekonomian yang tegambar pada 
PDRB Kabupaten Enrekang(1998-2003) memberikan indikasi bahwa sektor 
pertambangan dan penggalian memberikan peranan yang cukup signifikan. Sharing 
sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang sebesar 
7,34 % pada tahun 2003. 
Salah satu potensi pertambangan di Kabupaten Enrekang yang mempunyai 
prospek ekonomi sangat cerah adalah bahan tambang marmer disamping bahan 
mineral lainnya. Potensi marmer di Kabupaten Enrekang cukup besar yaitu sebesar 
2.051.282.250 ton yang terdapat di Kecamatan Baraka dan pada tahun 2003 
sebesar 4.931.282.250 ton. 
Potensi marmer tersebut jika digunakan sebagai suatu unit dalam bentuk 
penambangan marmer atau pembuatan tegel/ keramik, akan memberikan 
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keuntungan yang sangat tinggi terhadap pemodal (Calon Investor). Sampai saat ini 
deposit marmer hanya tersebar pada tujuh Kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu 
Maros, Pangkep, Bone, Luwu Utara, Enrekang, dan Tana Toraja. 
a. Sektor Pertambangan  
Berdasarkan penelitian dan pemetaan yang pernah dilakukan di Kabupaten 
Enrekang dapat diketahui berbagai potensi bahan galian yang tersebar di berbagai 
kecamatan. Bahan galian tersebut diantaranya adalah minyak bumi, batubara, 
emas, perak, logam dasar (Cu, Pb, Zn), marmer, pasir kuarsa, koalin dan lain-lain. 
Semua sumberdaya tersebut sudah diketahui penyebarannya, namum baru 
sebagian bahan galian yang teridentifikasi jumlah cadangannya di setiap wilayah. 
Berdasarkan pengamatan kondisi obyektif sumberdaya alam Kabupaten 
Enrekang, maka ada beberapa peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan dan 
tantangan yang patut mendapat perhatian, diantaranya: 
• Luas lahan yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian sebanyak 
77.508 Ha. Dari luas lahan tersebut baru 42.267 Ha yang termanfaatkan 
sehingga masih terdapat peluang ekstensifikasi seluas 35.241 Ha. 
• Berbagai komoditas pertanian yang dikembangkan masih menyisakan 
peluang untuk ditingkatkan produktifitasnya melalui penerapan berbagai 
teknologi pertanian. 
• Kondisi sumberdaya alam yang ada masih memberi peluang bagi 
pengembangan komoditas andalan. 
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• Masih seringnya muncut serangan hama penyakit pada berbagai komoditas 
yang diusahakan petani, menjadi penghambat keberhasilan di bidang 
pertanian. 
• KaLuasan hutan Kabupaten Enrekang saat ini tinggal 87.352 Ha dan hampir 
30 % luas areal tersebut merupakan lahan kritis. 
• Kondisi sumberdaya alam memungkinkan peningkatan kuantitas maupun 
kualitas tanaman perkebunan. 
• Bahan galian yang belum dapat ditunjukkan jumlah cadangannya masih 
menjadi kendala dalam meningkatkan daya tarik investor. Kegiatan penelitian 
atau eksplorasi untuk mengetahui besarnya potensi pertambangan belum 
dilakukan secara menyeluruh sehingga bahan galian tertentu hanya dapat 
diketahui lokasi penyebarannya. 
• Pemanfaatan bahan galian belum dilakukan secara optimal sehingga sektor 
pertambangan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 
pendapatan asli daerah. Kondisi ini menuntut upaya serius berbagai 
kalangan, baik pemerintah daerah maupun sLuasta, untuk menjalin 
kerjasama yang sating menguntungkan. 
b. Sektor Kehutanan dan Perkebunan 
Sektor kehutanan dan perkebunan memegang peranan penting dalam 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hutan sebagai tempat kehidupan tanaman 
dan hewan menyediakan berbagai sumberdaya hayati bagi umat manusia. Oleh 
karena itu kelestarian hutan perlu dijaga agar dapat memberikan manfaat secara 
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optimal dan berkelanjutan. Selain itu hutan juga dapat memberikan kontribusi 
terhadap ketersediaan air dan udara sejuk yang sangat dibutuhkan umat manusia. 
Sebaliknya kerusakan hutan dapat menyebabkan bencana bagi kehidupan hewan, 
tanaman dan manusia. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kehutanan ikut 
memberi andil terhadap keberhasilan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian 
dan sektor lainnya.  
KaLuasan hutan di Kabupaten Enrekang cukup luas dan tersebar di 
beberapa kecamatan. Kawasan hutan pada tahun 1999 seluas 90.150 Ha tetapi 
sejak tahun 2000 sampai 2002 luasnya berkurang menjadi 87.352 Ha. Meskipun 
Kabupaten Enrekang memiliki hutan yang luas namun sebagian kawasan hutan 
tersebut sudah dikategorikan kritis. Luas hutan kritis yang ditumbuhi semak belukar 
mencapai 23.417 Ha atau hampir mencapai 30 % dari total Luas hutan. Bila dirinci 
menurut jenisnya/fungsinya, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar hutan 
tersebut berupa hutan lindung (72.755 Ha) dan sebagian lainnya merupakan hutan 
produksi biasa (14.597 Ha). Pada tahun 2002 di kaLuasan hutan produksi tersebut 
diperoleh produksi jati rimba sebanyak 4.048,66 m2 dan rotan sebanyak 478 ton. 
Tanaman perkebunan di Kabupaten Enrekang juga cukup beragam dan pada 
umumnya tersebar diberbagai kecamatan. Komoditas perkebunan yang paling 
banyak diusahakan adalah kopi (10.444 Ha), kakao (6.149 Ha), kemiri (2.995 Ha), 
jambu mente (2.313 Ha), lada (1.976 Ha) dan cengkeh (1.028 Ha). Tanaman kopi 
hampir ada pada setiap kecamatan namun paling banyak ditanam di Kecamatan 
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Baraka, Alla dan Curio. Sedangkan tanaman kakao ditanam dan tersebar di seluruh 
kecamatan. 
Tanaman vanili dan murbei, nampaknya juga memiliki prospek yang cukup 
baik di daerah ini, disamping karena kesesuaian lahan, juga karena kian besarnya 
minat masyarakat untuk mengusahakan tanaman tersebut. Besarnya permintaan 
dan prospek pasar yang cukup menjanjikan menjadi alasan utama bagi petani untuk 
mengembangkan tanaman tersebut 
c. Sektor Pertanian 
Sektor pertanian sangat penting peranannya dalam perekonomian di 
Kabupaten Enrekang. Sektor pertanian memberi kontribusi yang paling besar 
terhadap PDRB. Sejak tahun 1998 sampai tahun 2002, kontribusi sektor pertanian 
terhadap total PDRB diatas 47 %. Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian 
sebagian besar penduduk di wilayah ini masih mengandalkan sektor pertanian. 
Keberhasilan sektor pertanian mengangkat perekonomian masyarakat 
didukung oleh ketersediaan sumberdaya atam yang memadai. Ketersediaan lahan 
yang subur memungkinkan pengembangan berbagai komoditas, baik komoditas 
tanaman pangan dan hortikultura maupun berbagai komoditas pertanian lainnya. 
Besarnya peranan/ kontribusi sumberdaya alam dalam pengembangan 
sektor pertanian, tercermin dari Luas panen/tuas lahan yang dimanfaatkan untuk 
pengembangan berbagai komoditas pertanian. Luas panen padi sawah pada tahun 
2002 sebanyak 8.157 Ha dengan tingkat produksi mencapai 37.762.340 Kg. luas 
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panen pada tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, bahkan pada tahun 1999 
tuas panen padi sawah mencapai 12.206 Ha. Penurunan Luas panen tersebut 
berdampak terhadap berkurangnya jumlah produksi dari 60.781.920 Kg pada tahun 
1999 menjadi 37.762.340 Kg pada tahun 2002. Selama lima tahun terakhir, 
penurunan tuas panen dan jumlah produksi juga terjadi pada komoditas jagung. 
Pada umumnya jumlah produksi tanaman buah-bahkan tahun ini juga mengalami 
penurunan produksi bita dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya bita 
dibandingkan dengan tahun yang lalu, beberapa jenis sayuran justru mengalami 
peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini sebagai akibat terjadinya 
peningkatan pemanfaatan sumberdaya lahan. 
Beberapa jenis buah-buahan yang cukup potensial di Kabupaten Enrekang 
adalah pepaya dan salak. Tanaman ini tersebar di hampir semua wilayah kecamatan 
dan menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2001, jumlah 
pohon pepaya sebanyak 174.398 pohon dan meningkat menjadi 177.163 pohon 
pada tahun 2002. Sedangkan produksi salak pada tahun 2001 mencapai 38.043,45 
Kg. 
d. Sektor pariwisata 
Pemerintah kabupaten enrekang akan meningkatkan serta memperbaiki 
bebagai fasilitas yang dimiliki, demi menunjukan kedunia luar kalau kab. Enrekang 
tidak kala dengan Kab. Tana Toraja apalagi Kab.Enrekan adalah jalur akses ke 
Tana Toraja. Hal ini memberikan peluang kepada kab. Enrekang untuk menarik 
wisatawan untuk singgah di Kab. Enrekang menikmati kekayaan alam yang dimiliki. 
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Kalau di Toraja ada permandian alam yang sudah terkenal didunia internasiaonal, di 
kota masenrenpulu juga mempunyai permandian serta obyek wisata lainnya seperti : 
1. Permandian Lewaja 
Permandian alam lewaja mempunyai jarak 6 km dari ibi kota Enrekang arah 
timur dapat ditempuh denga 15 menit perjalan. Disamping dapat menikmati kolalam 
renang lewja kita jiga dapa menikmati keindahan alam,dengan air yang jernih dan 
sejuk. 
2. Villa Bambapuang 
Villa tersebut sangat strategis karena lokasinya berada pada jalur menuju 
daerah wisata Tana Toraja yaitu 18 km arah utara Kab. Enrekang dan berada pada 
ketinggian 800 m diatas permukaan air laut. Di Villa ini wisatawan sering mengambil 
gambar keindahan “Gunung Nona”. 
3. Buntu Kabobong 
Buttu Kabobong berada diwilayah di Desa Bambapuang kecamatan 
Anggeraja dengan menempuh jarak 18 km dari kota Enrekang dari arah utara 
menuju Tana Toraja atau sekitar 800 m dari permukaan air laut dan dapat ditempuh 
20 menit perjalanan. 
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D. Keadaan Pasar Baraka 
Pasar yang ada di Kab. Enrekang berjumlah 8 pasar yang dibagi menjadi tiga 
golongan yaitu pasar golongan 1, pasar golongan 2, dan pasra golongan 3. Pasar 
golongan satu termasuk dalam kategori pasar besar  sedangkan pasar golongan 2 
dan 3 termasuk dalam kategori pasar menenga dan kecil. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 3 
Penyebaran Pasar Menurut Lokasi Kecamatan di Kab. Enrekang  
 
 
No Nama Pasar Kecamatan Golongan 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
Sudu 
Baraka 
Enrekang 
Cakke 
Maiwa 
Kotu 
Banti 
Kabere 
 
Alla’ 
Baraka 
Enrekang 
Anggeraja 
Maiwa 
Anggeraja 
Baraka 
Enrekang 
 
Satu 
Satu 
Satu 
Dua 
Dua 
Tiga 
Tiga 
Tiga 
 
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  
 66 
 
Diantara ke 8 pasar yang tersebar di Kab. Enrekang pasar Baraka yang 
terletak di kecamatan Baraka merupakan salah satu pasar besar dari 3 pasar besar 
yang ada di Kab Enrekang. 
Batas-batas pasar Baraka  Kab. Enrekang adalah : 
1. Sebelah utara berbatsan dengan pertokoan 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa buntulamba 
3. Sebelah barat berbatasan dengan terminal pasar  
4. Sebelah timur berbatasan dengan pemukiman penduduk. 
E. Keadaan Fasilitas Pasar 
Dalam proses jual beli yang diadakan di pasar, perlu adanya fasilitas yang 
memadai yang mendukung proses tersebut. Sarana pasar atau fasilitas pasar 
adalah perlengkapan yang dimiliki oleh setiap pasar yaitu bangunan, kios, los atau 
pelataran yang biasanya ditempati pedagang dalam melakukan kegiatannya. 
Untuk pasar-pasar yang ada di Kab. Enrekang, fasilitas-fasilitas yang dimiliki 
kios berupa gedung yang mengelilingi pasar serta los dan pelataran tertutup yang 
memanjang yang terdapat didaalam pasar yang tidak memiliki dinding pemisah. 
Para penjual atau pedagang yang mengadakan kegiatan didalamnya dipisahkan 
oleh tiang penyangga berdasarka ruang tempat barang yang ada di los tersebut 
Pasar Baraka memiliki potensi yang cukup besar bisa dilihat pada tabel 
dibawah ini : 
 
 67 
 
Tabel 4 
Jenis dan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh Pasar Baraka Kab. Enrekang 
 
No Jenis Fasilitas Jumlah Fasilitas 
1. 
2. 
3. 
4. 
Kios 
Los 
Gardu 
Pelataran 
51 
211 
66 
40-60 
Sumber : Kantor Kecamatan Baraka 
 
  Sedangkan untuk tarif pemungutan yaitu :  
Tabel 5 
Jenis Fasilitas dan Tarif Retribusi Pasar Baraka di Kab. Enrekang 
 
 
No 
 
Jenis Fasilitas 
Tarif Retribusi Pasar 
Perhari Pasar Perbulan 
1 
2 
3 
4 
Kios 
Los 
Gardu 
Pelataran 
1000 
1000 
1000 
1000 
15.000 - 20.000 
5.000 - 10.000 
5000 
5000 
Sumber : Kantor Kecamatan Baraka 
 
 Dengan melihat tabel diatas Nampak bahwa kios mempunyai tarif yang 
paling tinggi dan pengguna fasilitas tersebut diperuntukan kepada pedagang-
pedagang yang mempunyai omset besar contohnya penjual emas,penjual 
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elektronik,penjual barang-barang pecah dan lain-lain sebagainya sedangkan tariff 
yang paling kecil yaitu gardu dan pelataran yang diperuntukan untuk penjual-penjual 
kecil contohnya penjual sayur-sayuran dan pedagang kaki lima. 
F. Dinas Pengelolaan Keuanga dan Aset Daerah 
1. Susunan Organisasi 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Enrekang terdiri dari : 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat terdiri dari : 
a. Sub. Bagian Perencanaan 
b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 
c. Sub. Bagian Keuangan 
3.  Bidang-Bidang terdiri dari : 
a. Bidang Penerimaan 
b. Bidang Pengeluaran 
Bidang akutansi dan Veritivikasi 
c. Bidang Asset 
4. Bidang Penerimaan terdiri dari : 
a. Seksi Pajak dan Retribusi 
b. Seksi Dana Perimbangan 
c. Seksi Pembukuan dan Laporan Penerimaan 
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5. Bidang Pengeluaran terdiri dari : 
a. Seksi Anggaran 
b. Seksi Perbendaharaan 
c. Seksi Pembukuan dan Laporan Keuangan 
6. Bidang Akutansi dan Vertivikasi terdiri dari : 
a. Seksi Akutansi  
b. Seksi Vertivikasi 
c. Seksi Pelaporan 
7. Bidang Asset terdiri dari : 
a. Seksi Inventarisasi 
b. Seksi Persertivikatan Asset 
c. Seksi Nerca Asset. 
8. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah 
1. Kepala Dinas 
Dinas Pengelolaam Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset darah 
dan penyelienggaraan pelayanan seuai bidang tugasnya. 
Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah mempunyai fungsi : 
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- Penyelenggaraan keuangan dan pengkoordinasian bidang kesektariatan 
- Penyelenggaraan dan pembinaan perumusan kebijakan umum bidang 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
- Penyelenggaraan dan pembinaan perumusan kebijakan teknis dibidang 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
- Penyelenggaraan dan pembinaan serta pelaksanaan bidang anggaran 
- Penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan perbendaharaan 
- Penyelenggaraan dan pembinaan serta pelaksanaan akuntansi pemerintah 
daerah 
- Penyelenggaraan penerimaan pendapatan Daerah. 
2.   Sekertariaat 
 Sekertariat dipimpin oleh seorang sekertariat mempunyai tugas 
melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian serta 
perencanaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. 
 Untuk melaksanakan tugasnya sekertariat mempunyai fungsi yaitu : 
- penyelenggaraan dan piñatausahaan urusan perencanaan 
- penyelenggaraan dan penatausahaan urusan umum dan kepegawaian 
- penyelenggaraan dan penatausahaan urusan keuangan. 
3.  Bidang Penerimaan 
     Bidang penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di Bidang Penerimaan Daerah. 
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 Untuk melaksanakan tugas sebagaia mana yang dimaksud Kepala Bidang 
mempunyai fungsi : 
- Penyelenggaraan dan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Penerimaan 
Pendapatan Daerah 
- Penyelenggaraan dan pengendalian penerinaan pendapatan daerah. 
 Uraian tugas Kepala Bidang Penerimaan sebagai berikut : 
- Mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategi bidang 
- Menyusun rancangan rencana penerimaan satuan kerja bidang 
- Mengkordinaikan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja 
bidang dengan Kepala Dinas dan Sekertariat Dinas serta para Kepala Bidang 
lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. 
- Menyusun dan merumuskan rancangan pendapatan daerah setiap tahun 
dalam penyusunan APBD 
- Mengadakan koordinasi terhadap pendapatan setiap SKPD 
- Membina dan mengkordinir seksi dilingkup Bidang Penerimaan 
- Mendistribusikan tugas kepada para Kepala Seksi dilingkup Bidang 
Penerimaan. 
4.  Bidang Pengeluara 
 Bidang Pengeluaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
menyeleggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang pengeluaran. 
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 Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengeluaran mempunyai 
fungsi : 
- Penyelenggaraan dan pembinaan system pengeluaran anggaran 
- Penyelenggaraan dan pengendalian pengeluaran anggaran daerah 
 Uraian tugas Kepala Bidang Pengeluaran sebagai berikut : 
- Mengkaji dan merumuskan rencana rancangan strategis bidang 
- Menyusun rancangan rencana pengeluaran satuan kerja bidang 
- Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja 
bidang dengan Kepala Dinas dan sekertariat dinas serta para Kepala Bidang 
Lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
- Menyelenggarakan perumusan rencana kerja bidang dalam rangka 
penetapan kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Assert Daerah 
- Membina dan menkoordinasikan seksi dilingkup bidang pengeluaran 
- Melakukan pengelolaan utang piutang daerah serta penagihan piutanh 
daerah. 
5.  Bidang Akuntansi dan Verifikasi 
 Bidang Akuntansi dan Verifikasi dipimpin oleh Kepala bidang yang 
mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang 
Akuntansi dan Verfikasi. 
 Kepala Bidang dan Vrivikasi mempunyai fungsi sebagai berikut : 
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- Penyelenggaraan perumusan dan pengkordinasian kebijakan sitem 
akuntansi dan verifikasi keuangan dan asset pemerintahan daerah 
- Penyelenggaraan dan pengendalian system akuntansi dan verifikasi daerah. 
 Uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi adalah sebagai berikut : 
- Menkaji dan merumuskan rencana rancangan strategis dibidang akuntansi 
dan verifikasi 
- Menyusun rencana anggaran satuan kerja bidang 
- Menkoordinasikan rencana strategis anggaran satuan kerja bidang dengan 
Kepala Dinas dan sekertsriat serta para Kepala Bidang lingkup Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. 
- Membina dan menkoordinir seksi dilingkungan bidang akuntansi dan 
verifikasi 
- Mendistribusikan tugas Kepala Seksi di lingkup Bidang akuntansi dan 
verifikasi 
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan tata pembukuan secara 
sistematis dengan kronologismengenai realisasi anggaran pendapatan dan 
belanja daerah 
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasi penelitian terhadap bukti kas 
mengenai penerimaan dan pengeluaran (APBD). 
6.  Bidang Asset 
 Bidang Asset dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang asset. 
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 Kepal Bidang Asset mempunyai fungsi yaitu : 
- Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan manajemen pengelolaan 
asset daerah 
- Penyelenggaraan dan pembinaan program monitoring dan evaluasi serta 
pemaliharaan asset daerah. 
 Uraian tugas Kepala Bidang Asset adalah sebagai berikut : 
- Mengkaji dan merumuskan rencana rancangan strategis dibidang 
pengelolaan asset 
- Menyusun rencana kerja anggaran satuan bidang asset 
- Mengkoordinasikan rencana anggaran strategis dan rencana anggaran 
satuan kerja bidang dengan Kepala Dinas dan sekertariat serta para Kepala 
Bidang dilingkup Dinas Pengelolaan Keuagan dan Asset Daerah 
- Menyelenggarakan perumusan penetapan kinerja bidang dalam rangka 
penetapan kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
- Membina dan mengkordinir seksi dilingkup bidang asset 
- Mendistribusikan tugas kepada seksi dilingkingan bidang asset 
- Membantu Kepala Dinas dalam pengembangan dan pembinaan pegawai 
dilingkungan Bidang Asset 
- Menyelenggarakan prosedur akuntansi asset 
- Menyelenggarakan inventarisasi asset. 
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7.  Unit Pelaksana Teknis Dinas 
 Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar 
Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, 
yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. 
Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan 
dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut merupakan 
kaitan antara fungsi dari manajemen itu sendiri yang terdiri atas perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan.pengawasan. 
Demikian pula pada pengelolaan penerimaan retribusi pasar Baraka di Kab, 
Enrekang yang dalam hal ini di kelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya 
agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. 
1. Perencanaan (planning) 
Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan 
memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-
sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal 
yang diikuti. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar 
Baraka di Kabupaten Enrekang maka perluh adanya perumusan perencanaan dari 
dinas pengelolah. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya 
pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Adapun perencanaan 
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dari dinas Pengelolaan Penerimaan dan Asset Daerah di Kab. Enrekang adalah 
rencana target penerimaan. 
Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang 
seyogyanya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pasar Baraka di Kab. 
Enrekang. Yang dimaksut disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan 
target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung 
mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Adapun prosesnya akan dijelaskan 
dibawah ini. 
Target pendapatan didalam suatu daerah ditetapkan setiap tahun anggaran,  
dimana pihak eksekutif dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (RAPBD) terlebih dahulu melakukan analisis pada semua jenis 
penerimaan yang menjadi sumber pendapatan dalam APBD dimana Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku pengelolah keuangan didaerah 
menyusun target dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan 
yang memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga memperhatikan 
analisis realisasi penerimaan retribusi pasar tahun lalu dengan menambah 
presentasi yang memungkinkan akan dicapai. Selanjutnya setelah dilakukan analisis 
terhadap target maka pihak eksekutif membuat suatu Rancangan APBD dimana 
didalamnya telah ditetapkan target penerimaan yang dianggap rasional untuk 
dicapai dalam tahun anggaran berikutnya. 
Selanjutnya setelah RAPBD telah disusun oleh pihak eksekutif melalui tim 
anggaran maka selanjutnya RAPBD tersebut diserahkan ke DPRD untuk dibahas. 
Kemudian oleh DPRD setelah menerima RAPBD maka dilakukan serangkaian 
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proses terhadap RAPBD tersebut yakni mulai dari pembahasan kemudian dilakukan 
sidang komisi dan selanjutnya dilakukan sidang paripurna. Setelah mendapat 
persetujuan dari anggota DPRD maka RAPBD tersebut ditetapkan menjadi APBD 
melalui PERDA. Untuk itu target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi 
tanggungjawab pemerintah daerah untuk dilakukan pemungutan.  
Kemudian menurut keterangan Drs.Abd Latip,M.si  selaku Kepala Bidang 
Penerimaan bahwa :  
“Penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap 
pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta 
menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk 
dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target 
penerimaan retribusi pasar pertahun disetiap pasar” (wawancara 12 
Desember 2010) 
 
Kemudian ia menambahkan bahwa : 
 
Persoalan mendasar kami dalam penentaun target pertahunnya adalah 
tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang sebenarnya serta 
pembangunan  pasar yang membutuhkan waktu yang lama dilakukan 
sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan 
realisasinya. 
 
Sedangkan menurut Pak Amin selaku Kepala UPTD (unit pelaksana teknis 
dinas) Pasar Baraka mengatakan bahwa :  
“tidak tercapainya target biasanya disebapkan oleh wajib retribusi yang 
tidak memiliki tempat khusus didalam pasar. Jumlah mereka yang tidak 
menentu membuat kita kesulitan untuk mendata mereka..” (wawancara 20 
Desember 2010) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
perencanaan dalam hal penetuan target penerimaan retribusi pasar Baraka 
pertahunnya  senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan sangat 
tergantung pada realisasi pertahun yang dapat tercapai. Namun tidak adanya data 
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yang akurat tentang potensi yang dimiliki oleh pasar serta pembangunan pasar  
membuat realisasi penerimaan retrribusi pasar tidak sesuai  yang direncanakan. 
    
                                                 Tabel 6 
Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Baraka 
Tahun 2005-2009 
 
  No Tahun Anggaran Target Realisasi 
Persentase 
(%) 
1. 2005 80.300.000 78.350.000 97,57 
2. 2006 85.500.000 83.650.000 97,84 
3. 2007 90.700.000 88.507.000 97,58 
4. 2008 95.500.000 90.650.000 94,92 
5. 2009 95.500.000 89.507.000 93,72 
Sumber : kantor kecamatan Baraka 
2. Pengorganisasian (organizing) 
Dalam arti badan, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama 
untuk mencapai tujuan tertentu, dalam arti bagan, organisasi adalah gambaran 
skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam 
suatu badan untuk mencapai suatu tujuan dan dalam arti dinamis, organisasi adalah 
suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan, pembatasan tugas dan 
tanggungjawab serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga 
memungkinkan orang bekerjasama secara efektif untuk mencapai tujuan (M. Fuad, 
2001:102) 
Istilah organisasi yang didefinisikan secara statis diartikan sebagai suatu 
gambaran secara skematis tentang bagian-bagian tugas dan tanggungjawab dan 
hubungan bagian yang terdapat dalam sesautu badan atau suatu lembaga 
sedangkan secara dinamis diartikan sebagai suatu proses penetapan dan 
pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau 
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tangungjawab serta wewenang dan penetapan hubungan antara unsure organisasi 
sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif 
mungkin untuk pencapaian tujuan. (Manulang, 1971:49). Pengorganisasian 
merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan 
organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang 
melingkupinya. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu 
departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah 
pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis 
saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur 
formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. 
Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada 
organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua 
aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif karena hasil yang 
diharapkan dalam suatu pengorganisasian adalah agar dapat menggerakkan 
pegawai/karyawan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam 
proses pelaksanaan pemungutan retribusi maka diperlukan adanya sumber daya 
yang berhubungan dengan pemungutan seperti sumber daya manusia yaitu petugas 
pemungut dan pengawas, methode yaitu cara yang digunakan dalam 
pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. 
Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam 
melaksanakan pemungutan retribusi pasar. 
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a. Unsur Manusia (man) 
Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan memegang 
peranan penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan 
tugasnya seyogianya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari 
pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas, 
semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah 
pekerjaaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak 
berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat 
terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan 
retribusi pasar Baraka diketahui dari Pak Amin selaku Kepala UPTD (unit pelaksana 
teknik dinas) yang mengatakan bahwa : 
“ Secara kuantitas jumlah personil kita dilapangan sudah cukup memadai, 
sampai saat ini jumlah kolektor dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah berjumlah 5 orang yang setiap hari pasar melakukan 
pemungutan retribusi kepada para wajib retribusi yang ada di pasar dan 
saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan 
retribusi” (wawancara 20 Desember 2010) 
 
Dari wawancara diatas penulis menyimpulakan bahwa jumlah 
pegawai/kolektor yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar di Pasar Baraka 
sudah sangat seimbang dengan wajib retribusi yang ada dipasar. Dengan demikian 
pemungutan retribusi di pasar Baraka bisa berjalan dengan efektif dan efisien. 
b. Metode Pelaksanaan 
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Baraka di Kab. Enrekang 
dilakukan setiap hari pasar yaitu hari senin dan hari kamis. Adapun metode yang 
pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Baraka seperti yang dikatakan oleh Kepala 
UPTD bahwa : 
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“Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang berjalan selama ini 
para petugas/kolektor mendatangi langsung para pengguna fasilitas pasar 
dimana mereka menjual hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemungutan 
tidak menggangu jalannya transaksi jual beli oleh para wajib retribusi” 
(wawancara 20 desember 2010) 
 
Sejalan dengan pendapat di atas sesuai yang dikemukakan oleh Enja salah 
seorang penjual makanan (wajib retribusi) di pasar Baraka mengatakan bahwa : 
 
“Selama ini proses pembayaran retribusi pasar yang kami lakukan 
sangatlah mudah dimana dalam hal ini kolektor datang langsung ketempat 
kami berjualan untuk menagih dan kami membayar sesuai dengan tarif 
yang sudah ditetapkan. (wawancara 21 Desember 2010) 
 
Sedangkan menurut ibu Baya salah seorang penjual pakaian (wajib retribusi) 
di pasar Baraka bahwa : 
“Metode pemungutan retribusi pasar sudah sangat baik karena mereka 
langsung mendatangi kami sehingga tidak menggangu proses jual beli yang 
kami lakukan di pasar”. (wawancara 21 Desember 2010)  
  
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa metode 
pemungutan tarif retribusi kepada pengguna fasilitas pasar dilakukan dengan cara 
mendatangi langsung para wajib retribusi ditempat mereka berjualan. Ini dilakukan 
agar pemungutan retribusi tidak mengganggu proses jual beli para wajib retribusi 
dan memastikan bahwa tidak ada wajib retribusi pasar yang tidak membayar 
retribusi. Mengingat jumlah  pengguna pasar di pagi hari maka kepala UPTD 
memerintahkan agar lebih mendahulukan pemungutan pada pengguna pasar pagi 
terutama pengguna pelataran terbuka dimana diketahui bahwa pengguna tersebut 
dalam melakukan aktifitasnya hanya sebentar tidak sama dengan pengguna lainnya 
yang punya tempat khusus didalam pasar. 
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Agar pelaksanan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian 
tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif 
dan lancar sehingga pemungutan retribusi pasar Baraka semua pedagang tidak ada 
yang tidak membayar retribusi seperti yang dikatakan oleh Kepala UPTD bahwa : 
“Untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami membagi dua pekerjaan 
3 orang bertugas untuk pemungutan pasar sebelah kanan dan 2 orang 
bertugas untuk melakukan pemungutan sebelah kiri ini kami lakukan agar 
pemungutan bisa berjalan efektif dan efisien.” (wawancara 20 Desember 
2010) 
 
Sejalan dengan pendapat di atas pak Jahudis salah satu kolektor retrribusi 
pasar mengatakan bahwa : 
“Dalam melakukan pemungutan retribusi kami di bagi menjadi 2 wilayah,  ini 
sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas karna dengan itu kami 
mengetahui dengan jelas wilayah kami dalam melakukan 
pemungutan”(wawancara 21 Desember 2010) 
 
 Sedangkan pak Tahir yang juga merupakan salah seorang kolektor retribusi 
pasar mengatakan bahwa : 
“Kami di bagi dua wilayah pemungutan 3 orang kolektor di pasar bagian 
kanan dan 2 orang kolektor di pasar bagian kiri, itu sangat memudahkan 
kami dalam melakukan pemungutan retribusi pasar” (wawancara 21 
Desember 2010) 
  
Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk lebih 
memudahkan para kolektor dalam pemungutan retribusi maka kepala UPTD pasar 
Baraka membagi dua wilayah pemungutan personilnya, ini dilakukan agar para 
kolektor mengetahui dengan jelas wilayah pemungutannya sehingga tidak ada wajib 
retribusi yang tidak mebayar kewajibannya.   
Adapun aspek yang paling penting dalam pemungutan retribusi adalah waktu 
dan tempat serta besarnya biaya pemungutan. 
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Untuk wajib retrbusi yang tidak menetap pada suatu los atau kios atau gardu 
diprioritaskan pemungutan lebih awal.  Pedagang sayur-sayuran yang biasanya 
mulai braktifitas di pagi hari dan pulang cepat ketika jualanya sudah habis, untuk 
wajib retribusi tersebut biasanya dipungut lebih awal dibandingkan dengan 
pedagang yang sudah mempunyai tempat yang khusus didalam pasar. 
Seperti yang dikatakan oleh Pak Saharuddin salah seorang kolektor bahwa : 
“ Dalam pemungutan retribusi pasar kami selalu mendahulukan pedagang-
pedagang yang ada diluar pasar, yang tidak memiliki tempat khusus 
didalam pasar seperti penjual sayur-sayuran karena merekalah yang paling 
cepat pulangnya.” (wawancara 21 Desember 2010) 
 
Sejalan dengan pendapat diatas pak Gunawan yang juga merupakan salah 
satu kolektor juga mengatakan bahwa : 
“Kami selalu mendahulukan pemungutan retribusi kepada pedagang yang 
lebih cepat pulangnya agar mereka membayar kewajibanya sebelum 
mereka pulang ke rumahnya masing-masing, sehingga tidak ada wajib 
retribusi yang tidak membayar retrbusi.” (wawancara 21 Desember 2010) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam melakukan 
pemumgutan retribusi pasar para kolektor lebih mendahulukan pedagang-pedagang 
yang tidak mempunyai tempat khusus didalam pasar, ini dilakukan agar para penjual 
(wajib retribusi) membayar kewajibannya dahulu sebelum meninggalkan pasar. 
Sedangkan untuk pemungutan sewa fasilitas pasar yang ada dipasar Baraka 
Kab. Enrekang menurut penjelasan dari Kepala Bidang Penerimaan Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  bahwa : 
“Besarnya pungutan untuk pengguna fasilitas pasar  di atur oleh PERDA 
tahun 2000, ada dua macam bentuk dari pungutan retribusi pasar di Pasar 
Baraka yaitu pungutan perbulan dan pungutan perhari pasar sedangkan 
tarifnya untuk perhari pasar semuanya sama dan tarif perbulan disesuaikan 
dengan fasilitas apa yang ditempati oleh wajib retribusi yang bersangkutan” 
(wawancara 19 Desember 2010) 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 
Tabel 7 
Jenis Fasilitas dan Tarif Retribusi Pasar Baraka di Kab. Enrekang 
 
 
No 
 
Jenis Fasilitas 
Tarif Retribusi Pasar 
Perhari Pasar Perbulan 
1 
2 
3 
4 
Kios 
Los 
Gardu 
Pelataran 
1000 
1000 
1000 
1000 
15.000 - 20.000 
5.000 - 10.000 
5000 
5000 
Sumber : Kantor Kecamatan Baraka 
      Dengan melihat tabel diatas Nampak bahwa kios mempunyai tarif yang 
paling tinggi dan pengguna fasilitas tersebut diperuntukan kepada pedagang-
pedagang yang mempunyai omset besar contohnya penjual emas,penjual 
elektronik,penjual barang-barang pecah dan lain-lain sebagainya sedangkan tariff 
yang paling kecil yaitu gardu dan pelataran yang diperuntukan untuk penjual-penjual 
kecil contohnya penjual sayur-sayuran dan pedagang kaki lima. 
Menurut H. Amir salah seorang penjual pakaian di pasar Baraka (wajib 
retribusi) mengatakan bahwa :  
“Pungutan retribusi yang kami bayarkan selama ini tidak terlalu memberatkan 
kami, saya rasa sudah sepadanlah dengan fasilitas yang disediakan 
pemerintah”(wawancara 21 Desember 2010) 
 
Sejalan dengan pendapat diatas H. Supra salah seorang penjual emas yang 
juga merupakan wajib retribusi mengatakan bahwa : 
“Menurut saya besarnya uang pembayaran retribusi pasar tidak 
memberatkan jika dibanding dengan penghasilan yang kami dapatkan jadi 
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tidak ada alasan untuk tidak membayar retribusi pasar.” (wawancara 21 
Desember 2010). 
   
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk tarif 
pungutan retribusi pasar Baraka di Kab. Enrekang tidak memberatkan oleh para 
wajib retribusi dan sudah sepadan dengan fasilitas yang ditempati oleh para penjual 
(wajib retribusi). 
  
c. Standar Kerja 
Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja 
bagi para pemungut/kolektor retribusi pasar agar dapat melaksanakan pemungutan 
seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan Kepala UPTD yang mengatakan bahwa : 
“Untuk kolektor pemungutan retribusi pasar dibuatkan suatu standar kerja 
yaitu saat dimulainya pasar sampai selesai yaitu pukul 05.30 sampai pukul 
17.00 ini dilakukan agar semua pengguna fasilitas tidak ada yang lolos 
untuk membayar kewajibanya” (wawancara 20 Desember 2010) 
 
 Selain itu ia menambahkan bahwa :    
 “Terkadang juga ketidak disiplinan para kolektor yang datang terlambat 
membuat banyak pedagang-pedagang utamanya para pedagang sayur 
yang mulai beraktifitas dipagi buta dan setelah habis jualannya langsung 
meninggalkan tempatnya luput dari tagihan retribusi dan ini sangat 
mempengaruhi pemasukan utamanya dalam retribusi pasar.”(wawancara 
20 Desmber 2010)  
 
Setelah dikonfirmasi pada IB seorang kolektor ia mengatakan bahwa : 
“jam kerja yang terlalu cepat membuat kami kadang-kadang terlambat 
datang kepasar untuk melakukan pemungutan retribusi.” (wawancara 21 
Desember 2010) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa standar kerja para 
kolektor pemungutan retribusi pasar dimulai saat pagi-pagi sekitar pukul 05.30 
sampai selesai, namun  kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan 
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karena ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga 
kolektor sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan 
dalam penerimaan retribusi Pasar Baraka. 
d. Sarana dan Prasarana Penunjang  
Sarana dan prasarana penunjang juga merupakan bagian yang menunjang 
dalam pengorganisasian namun dikatakan oleh Kepala UPTD bahwa : 
“sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas para kolektor saya kira 
tidak terlalu di butuhkan karena para kolektor hanya melaksanakan tugasnya 
di lokasi pasar jadi cukup dengan berjalan kaki saja semua lokasi 
pemungutan sudah dapat di tempuh..” (wawancara 20 Desember 2010) 
 
Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sarana dan 
prasarana dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar di Pasar Baraka tidak 
terlalu mempengaruhi kelancaran pemungutan karena lokasi pemungutan yang 
hanya berada didalam pasar membuat pemungutan retribusi sangatlah mudah.  
 
3. Penggerakan 
Penggerakan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan 
agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan 
perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya adalah 
menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh 
kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara 
efektif. Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang 
mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya 
secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam 
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manajemen, penggerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping 
menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia 
itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Adapun 
bentuk penggerakan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah sesuai dengan keterangan Kepala Bidang Penerimaan yang mengatakan 
bahwa : 
“sebulan sekali kami turun kelapangan disamping melakukan pengawasan 
pada proses pemungutan retribusi pasar kami juga memberikan arahan 
kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan 
bertanggungjawab..” (wawancara 19 Desember 2010) 
 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa  pengarahan yang 
dilakukan kepala bidang penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah kepada para kolektor hanya sebulan sekali, pengarahan ini  masih harus 
ditambah insentitas waktunya karna mengingat masi ada penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh para kolektor seperti keterlambatan jam kerja 
yang sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi. 
Bentuk penggerakan yang lain bisa juga di lihat dari bagaimana sitem 
penggajian para kolektor/pemungut retribusi pasar Baraka dan adakah reword yang 
di berikan jika target yang direncanakan bisa tercapai. seperti yang dikatakan oleh 
Kepala  Bidang Penerimaan Drs. Abd Latip, M,si bahwa : 
“ Tidak ada insentif atau atau penghargaan khusus  yang di berikan kepada 
pegawai yang kinerjanya bagus. Kebanyakan kolektor yang bertugas 
berstatus sebagai honor daerah jadi kolektor yang kinerjanya bagus kami 
usahakan memasukan failnya supaya bisa jadi pegawai negeri itupun tidak 
kami janjikan karena memang sulit. Tapi kadang-kadang kepala dinas 
memberikan uang saku bagi para kolektor bila target yang direncanakan 
tercapai dengan baik dari uang pribadinya sendiri itu dilakukan agar dapat 
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memotivasi para kolektor untuk dapat bekerja lebih baik lagi .”(wawancara 
19 Desember 2010) 
 
 Setelah dikonfirmasi pada pak Tahir salah satu kolektor retribusi ia 
mengatakan bahwa : 
 
“kami memang pernah mendapat bonus dari Kepala Dinas tapi sangat 
jarang dan jumlahnya tidak seberapa..” (wawancara 22 Desember 2010) 
 
 Sedangkan sistem penggajian para kolektor menurut Kepala Bidang 
Penerimaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mengatakan bahwa : 
 
“Semua kolektor/pemungut retribusi pasar Baraka berstatus sebagai tenaga 
honorer yang digaji per tiga bulan dan itu sudah menjadi aturan daerah.” (19 
Desember 2010)  
 
 Setelah dikonvirmasi kepada salah seorang kolektor yang berinisial TH ia 
mengatakan bahwa : 
“kami harap pemerintah daerah lebih memperhatikan gaji kami karena gaji 
yang biasanya di dapatkan per tiga bulan sering sekali menunggak dan tidak 
tepat waktu, bahkan pernah kami bekerja selama setahun tanpa 
mendapatkan gaji bagaimana kami semangat bekerja kalau pemerintah 
tidak memperhatikan gaji kami.” (wawancara 22 Desember 2010)  
 
 Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sistem 
penggajian para kolektor yang kadang-kadang terlambat membuat mereka tidak 
semangat dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah harus benar-benar 
memperhatikan hal ini karena ini sangat berpengaruh pada kinerja para kolektor. 
 
4. Pengawasan   
Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan 
organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan manajemen adalah usaha 
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sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, 
membandingkan kegiatan nyata dengan tujuan perencanaan, membandingkan 
kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan 
mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang 
diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan 
dengan cara paling efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan-tujuan. 
Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat 
urgen. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting 
sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan 
retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai 
langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai 
dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan 
yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir. 
Demikian halnya dalam pemungutan retribusi pasar Baraka di Kab. Enrekang 
yang dilakukan oleh pemerintah Daerah menghindari menekan seminimal mungkin 
terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin bias 
terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi pasar Baraka tanpa dilakukan 
pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam meengukur tingkat 
keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan 
retribusi di Pasar Baraka Kab. Enrekang. 
Dengan pengawasan yang baik maka kecenrungan akan timbulnya 
kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi pasar 
dapat ditekan seminmal mungkin. 
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Dalam pengawasa penerimaan retribusi pasar Baraka di Kab. Enrekang 
dilakukan ada 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan 
tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala UPTD (unit pelaksana 
teknis dinas) dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kepala Bidang 
penerimaan Dinas Pengeolaan Keuangan dan Asset Daerah. 
1. Pengawasan Langsung 
Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kepala UPTD pasar 
Baraka yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan 
kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi pasar Baraka 
di Kab. Enrekang.  Seperti yang dijelasakan oleh Kepala UPTD Pasar Baraka bahwa 
“Setiap hari pasar saya turun kelapangan untuk mengecek kolektor, apakah 
sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan 
bahwa semua wajib retribusi dipasar sudah membayar 
kewajibannya.”(wawancara 20 Desember 2010) 
 
Selain itu ia menambahkan bahwa : 
“ untuk melakukan pengawasan kepada para kolektor maka selalu dilakukan 
pengecekan terhadap benda berharga (karcis) setiap selesai pemungutan 
retribusi pasar, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui kolektor mana yang 
melakukan kelalaian bisa dilihat dari  jumlah setoran pungutan 
retribusi.”(wawancara 20 Desember 2010) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Kepala UPTD 
pasar Baraka sebagai penaggungjawab penerimaan retribusi pasar setiap hari pasar 
turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan 
retribusi pasar untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, 
hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian 
penerimaan retribusi pasar Baraka di Kab. Enrekang. Adapun bentuk sanksi yang 
diberikan pada kolektor jika melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya 
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serta wajib retribusi yang tidak membayar kewajibannya sesuai dengan penjelasan 
Kepala UPTD pasar Baraka bahwa :  
“Untuk para kolektor yang melakukan kesalahan kecil kami hanya 
memberikan pengarahan agar kolektor tersebut tidak mengulangi 
kesalahannya dan lebih bertanggungjawab pada tugas yang diberikan, 
namun kami tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas pada kolektor 
yang selalu mengulangi kelalaiannya.” (Wawancara 20 Desember 2010)  
 
Selain itu ia menambahkan bahwa : 
“ Kami mempunyai aturan bagi wajib retribusi yaitu bila ada wajib retribusi 
yang sudah tiga bulan berturut-turut tidak membayar kewajibannya maka 
kami akan mengeluarkan mereka dan menggantinya dengan orang lain.” 
(Wawancara 20 Desember 2010) 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sanksi yang tegas 
akan diberikan kepada para kolektor retribusi pasar Baraka bila melakukan kelalaian 
yang berulang-ulang dan para wajib retribusi yang tidak membayar kewajibannya. 
2. Pengawasan Tidak Lansung 
Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan 
secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai 
sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Penerimaan Dinas 
Pengelolaan Keuanagan dan Asset Daerah di Kab. Enrekang yang mengatakan 
bahwa : 
 
“kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan 
retribusi kepada Kepala UPTD  pasar perbulannya dan melakukan evaluasi 
pertahunya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan 
pemungutan retribusi pasar. Kami juga melakukan pengawasan terhadap 
benda berharga (karcis) perbulannya.” (Wawancara 19 Desember 2010)  
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 Pelaksanaa kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk 
meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi pasar, sehingga dengan 
upaya mengefektifkan kegiatan pengawsan terhadap mekanisme pelaksanaan 
pemungutan  retribusi pasar diharakan mampu mencapai target yang ditetapkan 
pada setiap tahun anggaran. Adapun mekanisme pengawasan ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Kegiatan penagihan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas 
pasar/kolektor terhadap wajib retrib usi, kemudian di setor ke Kepala UPTD 
pasar dan selanjutnya disetor ke bendahara keuangan kecamatan Baraka. 
2. Bendahara keuangan kecamatan Baraka membuat laporan penerimaan 
retribusi pasar kedalam buku pembantu sejenis dan dicatat sebagai 
penerimaan pada buku kas umum setiap hari pasar, kemudian dijumlahkan 
dan diajukan kepada Kepala UPTD pasar Baraka untuk ditandatangani dan 
disahkan. Selanjutnya setiap akhir bulan bendahara kecamatan 
menjumlahkan dalam buku kas umum kemudian memnuat laporan realisasi 
penerimaan kemudian disetorkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah. 
Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk pegawasan 
yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah hanya 
mengandalkan laporan-laporan semata untuk itu perlu melakukan pengawasan yang 
rutin kepasar guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi 
pasar dan menilai apakah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sudah sesuai 
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dengan apa yang direncanakan dan tidak hanya berfokus pada pengawasan 
terhadap laporan yang sudah masuk. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarakan uraian dari bab-bab sebelumnya yang menyangkut 
pengelolaan penerimaan retribusi pasar Baraka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Pengelolaan penerimaan retribusi pasar Baraka sudah cukup baik, dapat 
dilihat dari peningkatan penerimaan retribusi tiap tahunya. Namun masi 
ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas pengelolaan Keuangan 
dan Asset Daerah dalam memeksimalkan pencapaian yaitu : 
- Perencanaan dalam hal ini penetuan target retribusi pasar pertahunya 
masi belum efektif karna tidak didukung oleh data-data yang akurat 
mengenai potensi yang dimiliki oleh pasar utamanya para pedagang 
yang tidak memiliki tempat di dalam pasar. 
- Pengorganisasian dalam hal standar kerja sikap dari petugas/kolektor 
pungutan retribusi pasar yang belum mematuhi aturan-aturan dalam 
pelaksanaannya, seperti aturan jam kerja. 
- Penggerakan dalam hal penggajian para kolektor yang tidak tepat 
waktu membuat kinerja para kolektor tidak efektif. 
- Pengwasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Kepala Bidang 
Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah masi 
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sangat kurang dan hanya bertumpu pada laporan-laporan hasil 
penerimaan perbulan saja. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengeloaan 
penerimaan retribusi pasar Baraka di Kab. Enrekang adalah sebagai berikut : 
- Proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat 
berdasarkan potensi pasar yang sebenarnya harus insentif dilakukan 
pendataan terutama terhadap wajib retribusi yang tidak mempunyai 
tempat didalam pasar. 
- Kepada kolektor pemenguatan retribusi agar dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. 
- Kepada kepala dinas agar dapat memperhatikan kesejahteraan para 
kolektornya karena hal ini dapat berpengaruh pada kinerja para 
kolektor/pemungut reribusi pasar. 
- Kepada Kepala Bidang Perimaan agar dapat melakukan pengawasan 
langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan 
yang terjadi dalam penerimaan Retribusi pasar Baraka. 
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